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Tesisini membahas mengenai tinjauan dari perspektif hukum keuangan publik atas klausul-klausul yang
berkaitan dengan keuangan negara dalam Kontrak Kerja Sama Layanan Jasa Litbang antara Badan Layanan
Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi 2LEMIGAS? dan Kontraktor
Kontrak Kerja Sama (KKKYS) Berdasarkan Pedoman Tata Kerja BP Migas (SKK MIGAS) Nomor 007
Revisi-11/PTK/1/2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama. Metode
penelitian dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berbasis atau
mengacu kepada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-
undangan dengan tipologi penelitian preskriptif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-
saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Hasil penelitian ini
menyimpulkan kedudukan PPPTMGB 2LEMIGAS? sebagal penyediajasa dan KKKS sebaga pengguna
jasa dalam kontrak kerja sama layanan jasa teknologi berdasarkan Pedoman Tata Kerja BP Migas Nomor
007 Revisi-I1/PTK/1/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama
dalam kedudukan yang tidak sgjgjar dan terdapat kendala dalam pemenuhan klausul-klausul yang berkaitan
dengan keuangan negara. Penelitian ini menyarankan perlu diberikan pemahaman kepada KKK 'S selaku
pengguna jasa dalam pelayanan jasa litbang terkait status keuangan BLU PPPTMGB ?LEMIGAS? yang
merupakan keuangan negara karena dari segi regulasi, tata kelola, dan resiko masih berada pada lingkungan
kuasa hukum keuangan negara. Oleh karena itu, terdapat klausul-klausul dalam kontrak yang tidak dapat
dipenuhi atau perlu penyesuaian yang terkait dengan peraturan perundang-undangan mengena keuangan
negara.

<hr>This thesis discusses review of perspective of the public finances law on clauses relating to the state
finances in Research and Development Service Cooperation Contract between Public Service Agency of
Research and Development Centre for Oil and Gas Technology ?LEMIGAS? and Contractor of Cooperation
Contract (KKKS) based on BP Migas Administrative Guidelines No. 007 Revisi-11/PTK/I1/2011 on Supply
Chain Management of Contractor of Cooperation Contract. Research methods in this thesisis a normative
legal research methods refer to legal norms which is contained in the legislation using typology of
prescriptive research that is aresearch aimed to get the solutions about what must be done to overcome
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certain issues. The results of this study concluded that the position of Research and Development Centre for
Oil and Gas Technology 2LEMIGAS? as service provider and Contractor of Cooperation Contract (KKKS)
as service user in Research and Development Service Cooperation Contract is not equal and has the obstacle
in fulfilling the clauses related to state finances. The study suggest that Contractor of Cooperation Contract
(KKKYS) as service user in research and development service needs to be given understanding related to
financia status of Public Service Agency of Research and Development Centre for Oil and Gas Technology
2LEMIGAS? which is state finances because in terms of regulations, governance, and therisk is still in
environment of state finances law. Therefore, there are clauses in contract cannot be met or need adjustment
related to state finances legislation.



